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ABSTRAK :

Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Magelang agar berjalan secara terencana, terpogram, dan terealisasi dengan
baik dan runtut diperlukan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan
program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati yang disusun berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian persiapan,
pelaksanaan dan penyelesaian dari setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Magelang Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Rl Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4801) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Rl Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5189); UU Nomor 14
Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 92, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4865); Peraturan KPU
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010



tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sususnan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaiamana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008
tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
300); Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 64 Tahun
2009; Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009
tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 307); Peraturan
KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304); Peraturan KPU Nomor 72 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Rl Tahun 2010 Nomor 305);
Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 9 Tahum 2010;
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;



Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-
012.329418-K/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

CATATAN: -  Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2013
- Lampiran 9 halaman



